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Abstrak

Reforma Agraria merupakan proses penataan kembali struktur penguasaaan, pemilikan penggunaan, dan
pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Perpres No. 86 Tahun 2018 menyatakan bahwa salah satu objek
legalisasi asset program reforma agraria adalah tanah-tanah transmigrasi yang belum bersertifikat. Adapun
permasalahan rumit dalam melakukan legalisasi terhadap tanah transmigrasi di karena masih banyak sisa-sisa
persoalan masa lalu yang belum diselesaikan. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan analisa dan gambaran
tentang urgensi dalam pelaksanaan legasisasi asset tanah transmigrasi yang berada di wilayah Sumatera Utara
dalam rangka penguatan program reforma agraria. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
kualitatif yang berusahan menemukan urgensi pelaksanaan legalitas terhadap asset tanah transmigrasi dalam
kaitannya dengan program reforma agraria. Berdasarkan Surat yang diajukan Kepada Kepala Dinas Tanaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019, perihal Data Program Penataan asset Kegiatan Gugus
Tugas Reforma Agraria (GTRA) bahwa Tanah Transmigrasi yang belum bersertifikat di Provinsi Sumatera Utara
sebanyak 5.605 bidang yang tersebar di 6 Kabupaten. Sebagai objek Reforma agraria, kriteria tanah transmigrasi
disebutkan dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018, menyatakan Tanah transmigrasi yang belum bersertipikat harus
memenuhi kriteria: tidak termasuk dalam kawasan hutan; atau telah diberikan hak pengelolaan untuk
transmigrasi. Kesimpulan peraturan yang mengatur tentang legalisasi asset tanah transmigrasi merupakan bagian
penting dari proses pensertifikatan tanah yang dilakukan melalui pendaftaran tanah.

Kata Kunci: Legalisasi Aset, Tanah Transmigrasi Reforma Agraria.

23 Abstract

%mrfan refcmr’s a process of rearranging the smw'e of tenure, ownership, use and utilization of land in a more
just manner. Presidential Decree No. 86 of 2018 states that one of the objects of legalization of the assets of the
agrarian reform program is uncertified transmigration lands. The complicated problem in legalizing transmigration
land is because there are still many remnants of past problems that have not been resolved. This research was
conducted to provide an analysis and dest;'on of the urgency in implementing the legalization of transmigration
land assets in the North Sumatra region in the context of strengthening the agrarian reform program. The type of
research used is qualitative research which seeks to find the urgency of implementing legality of transmigration land
assets in relation to the agrarian reform program. Based on the letter submitted to the Head of the Workforce and
Transmigration Office of North Sumatra Province in 2019, regarding the Data on the Asset Management Program for
the Agrarian Reform Task Force (GTRA) activities, there are 5605 transmigration land areas that have not been
certified in North Sumatra Pné:e, spread across 6 regencies. As an object of agrarian reform, the criteria for
avsm igration land are stated in Presidential Regulation Number 86 of 2018, stating that transmigration land that
has not been certified must meet the following criteria: not included in a forest area; or have been granted
management rights for transmigration. The conclusion of the regulations governing the legalization of transmigration
land assets is an important part of the land certification process which is carried out through land registration.

Keywords: Asset Legalization, Transmigration Land, Agrarian Reform.
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PENDAHULUAN

Tanah merupakan harta kekayaan
yang tidak mudah musnah dan dapat
digunakan sebagai sumber penghidupan
bagi setiap orang, sehingga antara manusia

dengan tanah tidak dapat dipisahkan satu
sama lainnya. Selain itu tanah juga
merupakan sumber daya alan yang

memiliki nilai folosofis, ffjolitis, sosial-
ekonomi dan Hankam. Pentingnya arti
tanah [EGgi kehidupan manusia ialah
karena kehidupan manusia sama sekali
tidak dipisahkan dari tanah. Manusia
hidup diatas tanah dan memperoleh bahan
pangan dengan cara mendayagunakan
tanah (Kertasapoetra, 1994). Tanah
memiliki nilai yang sangat strategis bagi
kehidupan manusia. Oleh karena tanah
memilki nilai yang sangat penting bagi
kehidupan manusia, maka diperlukan tata

kelola mengenai pemanfaatan,
penggunaan, pengelolaan tanah untuk
kepentingan  kesejahteraan = manusia

(Samun Ismaya, 2013). Kebijakan dan
pengelolaan pertanahan haruslah
merupakan bagian yang tidak terpisah dari
kebijakan pembangunan nasional dalam
Negara KesatugZ) Republik Indonesia.
Menurut TAP MPR No. IX Tahun 2001
tentang Pembaharuan Hukum Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam, dalam
ketentuan menimbang huruf a
menega@Bn  bahwa  sumber daya
agraria/sumber daya alam meliputi bumi,
air, ruang angkasa dan kekayaan alam
yang teffindung didalamnya sebagai
Rahmad Tuhan Yang Maha Esa kepada
Bangsa Indonesia, merupakan Kekayaan
Nasional yang wajib di syukuri. Oleh
karena  itu  harus  dikelola  dan
dimanfaatkan secara optimal bagi generasi
sekarang dan generasi mendatang dalam
rangka menujudkan mesyarakat adil dan
makmur. Salah  satu  optimalisasi
penggunaan sumber daya alam dan
melakukan penyeimbangan penyebaran
penduduk untuk menciptakan peningkatan
taraf hidup maka pemerintah melakukan

program transmigrasi yang pertujuan
mem@@rkuat ketahanan nasional.
Transmigrasi merupakan salah satu

program pemerintah dalam rangka
pemecahan  masalah  kependudukan,
pemerataan pembangunan dan
kesejahteraan (J. Hardjono. 1982).
Transmigrasi secara istilah

mengungkapkan makna yang berasal dari
bahasa latin yaitu trans berarti seberang,
migrare Dberarti pindah. Transmigrasi
adalah persebaran penduduk dari wilayah
padat kota/desa kedaerah yang memiliki
penduduk renggang ataupun daerah tidak
berpenghuhi dalam wilayah pemerintahan

Indonesia (Kementrian Desa
Pembangunan daerah tertinggal dan
transmigrasi R.. 2015). Pemindahan
penduduk ini sudah mulai dilaksanakan
sejak zaman kolonial. Pemerintahan
Indonesia baru mulai melanjutkan
program ini dari tahun 1950. Program
transmigrasi merupakan jalan yang
ditempuh untuk mengatasi

ketidakseimbangan dan ketitakmerataan
penduduk. Program transmigrasi dianggap
sebagai sarana pembangunan yang penting
(Yosi Nova, 2016).

Penduduk Indonesia tersebar tidak

merata, karena Indonesia merupakan
negara kepulauaan antara pulau yang satu
dengan pulau lain, Kepadatan

penduduknya berbeda jauh, misalnya di
Pulau Jawa hamper 60% dari seluruh
penduduk Indonesia tinggal di Jawa.
Padahal daya tampungnya hanya berkisar
6-7% dari seluruh wilayah Indonesia.
Seiring  dengan perkembangan
pembangunan di daerah yang cukup pesat,
dan juga perimbangan keuangan antara
pusat dan daerah melalui kebijakan
otonomi daerah, maka pulau-pulau yang
tadinya  menjadi  tujuan  program
transmigrasi telah berkembang dan harus
dibatasi penerimaan transmigran. Bahkan
yang berkembang adalah penduduk pulau
Sumatera sekarang menjadi obyek yang
akan mengikuti program transmigrasi.
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Pemilihan lokasi transmigrasi juga harus
berdasarkan asas kelestarian lingkungan
hidup (utamanya hutan) (Asril, 2009).
Beberapa pendapat mengenai
pengertian  transmigrasi, Transmigrasi
merupakan salah satu bentuk mobilitas
spasial atau migrasi penduduk horizontal
atas inisiatif pemerintah yang khas
Indonesia, dan telah menjadi program
yang sudah diimplementasikan sejak lama
(Suwartapradja 0S, 2002). Transmigrasi
dalam arti perpindahan penduduk yang
diselenggarakan oleh pemerintah sebagai
akibat tumbuhnya kekhawatiran akan
kemunduran kemakmuran rakyat yang
disebabkan tekanan penduduk yang
semakin terasa (Wika Hardika Legiani, Ria
Yunita Lestari, Haryono, 2018). Peflilapat

lain mengenai transmigrasi adalah
perpindahan dalam hal ini memindahkan
orang dari daerah yang  padat

penduduknya ke daerah yang jarang
penduduknya dalam batas negara dalam
rangka kebijaksanaan nasional untuk
tercapainya penyebaran penduduk @Zng
lebih seimbang (Heeren, H. ]. 2000). Pasal
1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29
Tahun 28 mendefinisikan Transmigrasi
adalah perpindahan penduduk secara
sukarela untuk meningkatkan
kesejahteraan dan menetap di kawasan
transmigrasi yang diselenggarakan oleh
Pemerintah.

Pemerintah menyediakan tanah bagi
penyelenggaraan  transmigrasi, tanah
tersebut diberikan dengan status hak milik
dengan harapan dapat mengurangi
kemiskinan dan terwujudnya pemerataan
kesejahteraan bagi seluruh masyarakat
Indonesia.

Setelah tahun 1974, Gerakan
transmigrasi digalakkan secara massif
sebagai ganti landreform. Pada masa orde
baru, transmigrasi dilihat sebagai peluang
besar untuk membangun daerah-daerah
luar jawa sebagai peluang untuk
pembukaan tanah-tanah pertanian baru
dan koperasi pertanian sebagaimana yang

sudah berkembang di pulau Jawa. Untuk
mensukseskan agenda tersebut, pada
tahun 1980  dibentuk  kepanitiaan
landreform melalui Keppers Nomor 55
Tahun 1980.

Istilah “LandreformPfyang dimulai
pada priode lahirnya Undang-Undang
Pokok Agraria Tahun 1960 merupakan
konsepsi  untuk  memperluas dan
memperkuat pemilikan tanah secara adil
dan merata guna meningkatkan
kesejahteraan rakyat, dengan prioritas
utama kaum petani.

Istilah Landreform agraria kembali
menjadi program utama pemerintah dalam
upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, dengan istilah baru “Reforma
Agraria”. Secara legal formal istilah ini
disebut juga dnegan Pembaharuan Agraria
yang atau penetaan ulang susunan
kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan
sumber-sumber agraria khususnya
pertanahan. Dalam pasal 2 TAP MPR RI
Nomor [X/MPE/2001 dijelaskan bahwa
“Pembaruan agraria mencakup suatu
proses yang berkesinambungan berkenaan
dengan penataan kembali penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam
rangka tercapainya kepastian dan
perlindungan hukum serta keadilan dan
kemakmuran  bagi  seluruh  rakyat
Indonesia”.

Reforma Agraria menjadi Program
Prioritas yang agendakan dalam Nawacita
Pemerintahan Prosiden Joko Widodo, yang
meliputi:

1. Benguatan Kerangka Regulasi dan

Penyelesaian Konflik Agraria;

2. Penataan Penguasaan dan Pemilikan

(Banah Obyek Reforma Agraria;

3. Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak
atas Tanah Obyek Reforma Agraria;
4. Pemberdayaan Masyarakat dalam

Penggunaan, Pemanfaatan  dan
Produksi atas Tanah Obyek Reforma
Agraria;
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5. Kelembagaan Pelaksanaan Reforma

Agraria Pusat dan Daerah.

B Reforma Agraria yang dituangkan
dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018,
menyatakan bahwa Reforma Agraria
ffkrupakan penataan kembali struktur
penguasaan, pemiliEflh, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan
melalui Penataan Aset dan disertai dengan
Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat
Indonesia. Pengertian ini dapat
disederhanakan menjadi penataan asset
plus penataan akses.

Penataan Aset dan Akses yang
dimaksudkan dalam Reforma agraria
terangkan dalam Pasal 1 ayat 2 dan 3
Perpres 86 Tahun 2018. Penataan Ases
adalah penataan kembali penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah dalam rangka menciptakan keadilan
di bidang penguasaan dan pemilikan
tanah. Sedangkan Penataan Akses adalah
pemberian kesempatan akses permodalan
maupun bantuan lain kepada Subjek
Reforma Agraria dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan yang
berbasis pada pemanfaatan tanah, yang
disebut juga pemberdayaan masyarakat.

Berikut gambaran skema
pelaksanaan penataan asset dan akses
reforma agraria:

ASET REFORM DAN ARSES REFORM ] g
ASET REFORM AKSES REFORM
NETERSEDUAN TANAH LEGALISAS! AKEES REFORM
UNTUK TORA
1 Redistribusi Tunah oses Redorm
1 o T, s U o
Tucuib ! [+ Periain — Frrredalac
— —
=L
N
Pelepunan Perdathan dur Pearinie
fomias Kansslidasi Tansh a
.
1
.
.
I L L
et -
Ry eoma B e Legabisasi Aset
==
Tara fareme ma - Pradalures T
7 ewileagn

Lebih lanjut tujuan dari pelaksanaan
reforma agraria diuraikan dalam Pasal 2

24

Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang
Reforma Agraria, yaitu untuk:

a. mengurangi ketimpangan
penguasaan dan pemilikan tanah
dalam rangka menciptakan keadilan;
menangani Sengketa dan Konflik
Agraria;
menciptakan sumber kemakmuran
dan kesejahteraan masyarakat yang
berbasis agraria melalui pengaturan
penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah;
menciptakan lapangan kerja untuk
mengurangi kemiskinan;
memperbaiki  akses
kepada sumber ekonomi;
meningkatkan ketahanan
kedaulatan pangan; dan
memperbaiki dan menjaga kualitas
lingkungan hidup
Reforma agraria bentuknya ada tiga,
yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah dan
perhutanan sosial. Telah ditegaskan dalam
RPJM 2015-2019 menargetkan seluas 9
juta hektar, dalam skemanya legalisasi aset
4,5 juta hektar yang meliputi legalisasi
terhadap tanah-tanah transmigrasi yang
belum bersertifikat yaitu seluas 600.000
hektar dan legalisasi terhadap tanah-tanah
yang sudah berada dalam penguasaan
masyarakat seluas 3,9 juta hektar. Untuk
redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar,
meliputi Hak Guna Usaha Habis, tanah
terlantar dan tanah Negara lainnya seluas
400.000 @lektar dan tanah-tanah yang
berasal dari pelepasan kawasan hutan
seluas 4,1 juta hektar (Fitra Alvian, Dian
Aries Mujiburohman, 2022).

Di Indonesia luas 0.6 Juta Hektar

masyarakat

dan

tanah transmigrasi yang belum
bersertifikat, dimana selanjutnya akan
dilakukan legalisasi asset, termasuk

pemberdayaan tanah-tanah transmigrasi
dalam akses reform sebagaimana skema
program Reforma Agraria yang dimuat
dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018.
Bentuk penataan asset plus akses dalam
Program Reforma Agraria inilah yang
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menjadi pembeda dengan
Landreform tahun 1960.
Adapun permasalah rumit dalam
melakukan legalisasi terhadap tanah
transmigrasi dikarena masih banyak sisa-
sisa persoalan masa lalu yang belum
diselesaikan, diantaranya: tanah
transmigrasi yang belum dikeluarkan dari
kawasan hutan; tanah transmigrasi dengan
status HPL milik pemerintah daerah dan
belum diterbitkan HPL-nya; HPL yang
terbit berbeda dengan tanah yang
digunakan oleh masyarakat; objek yang
dikuasai masyarakat tidak sesuai dengan
peta yang dikeluarkan/ketidaksesuaian
antara objek dan subjek; perbedaan subjek
yang diusulkan oleh Dinas Transmigrasi
dengan yang menguasai tanah (peralihan);
pemahaman yang berbeda-beda terhadap

Program

regulasi; status tanah berkonflik yang
tipologi konfliknya berbeda-beda;
Departemen Transmigrasi (pusat dan
daerah) tidak memiliki  dokumen

pendukung yang memadai (peta dan daftar
peserta); adanya makelar tanah; dan jual
beli di bawah tangan (Salim & Utami

2020).

Penelitian ini dilakukan untuk
memberikan analisa dan gambaran
tentang wurgensi dalam pelaksanaan

legasisasi asset tanah transmigrasi yang
berada di wilayah Sumatera Utara dalam

rangka penguatan program reforma
agraria.
METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan jawaban dari
permasalahan dalam artikel ini, maka
dilakukan metode penelitian hukum
normatif (yuridis normative). Bahan dasar
dalam  peneliigh hukum  normatif
menggunakan bahan Pustaka bidang
hukum dari sudt kekuatan mengikatnya
dapat dibedakan menjadi tiga golongan,
yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan
tertier (yang dij@}a dinamakan bahan
penunjang). Bahan-bahan yang
memberikan pentunjuk terhadap bahan

hukum primer dan bahan hukum
sekunder, yang lebih dikenal dengan nama
bahan acuan bidang hukum atau bahan
rujukan bidang hukum (Soerjono Soel@@to
dan Sri Mamudji, 2010). Adapun jenis
penelitian  yang digunakan adalah
penelitian  kualitatif yang berusahan
menemukan urgensi pelaksanaan legalitas
terhadap asset tanah transmigrasi dalam

kaitannya dengan program reffima
agraria. Sedangkan pendekatan dalam
penelitian ini dengan menggunakan

undang-undang (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conseptual
approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2015).
Bahan hukum yang telah dikumpulkan,
kemudian dianalisis secara kualitatif
berdasarkan pemaparan teori, asas yang
ada secara logis untuk menemukan hasil
ilmiah yang bersifat deskriptif. Selain
penggunakan studi kepustakaan yang
berupa data sekunder, penelitian ini juga
memasukkan data penunjang yang
dikumpulkan melalui studi lapangan (field
research) pada Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Sumatera Utara.

Data yang diperoleh dari hasil
penelitian dikelompokkan dan diseleksi,
kemudian dikaitkan dengan topik yang
diteliti. (Onny Medaline, Siti Nurhayati,
Irma Fatmawati, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Reforma Agraria Dalam
Kaitannya Dengan Tanah Transmigrasi
Agenda Reforma agraria atas dikenal
dengan istilah pembaruan agraria telah
didengarakan sejak awal kemerdekaan
@hn berpuncak pada diundangkannya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agararia (UUPA) pada tanggal 24
September 1960. UUPA mengamanahkan
untuk menata ulang struktur agaria yang
timpang menjadi lebih berkeadilan,
menyelesaikan  konflikk agaria dan
menyejahterakan rakyat setelah Reforma
Agaria dijalankan (Sulasi Rongiyati, 2018).
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Meskipun periode demi periode
pemerintahan berganti, Amanah UUPA ini
belum juga terwujud. Pada era
pemerintahan Presiden Joko Widodo
dengan program Nawacita mengangkat
kembali sebagai agenda pemerintah. Hal
ini dit@fskan dalam RPJMN 2015-201,
bahwa reforma agraria dilakukan melalui
redistribusi tanah, sertifikat tanah, dan
bantuan  pemberdayaan  masyarakat.
Reforma agraria juga menjadi subtansii
penting dalan RUU tentang Pertanahan
yang sedang dibahas oleh Komisi I DPR RI
(Onny Medaline, Fitri Rafianti, Rahmad
Sembiring, 2021).

Salah satu Langkah yang sangat baik
dan telah dilakukan oleh Penfrintah
adalah dengan diundangkannya Perpres
Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma
Agraria. Dalam Perpres ini disebutkan
bahwa penyelenggaraan reforma agraria
dilakukan oleh pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah terhadap Tanah Objek
Reforma Agraria (TORA) melalui tahapan
perencanaan dan pelaksanaan reforma
agraria.

Penataan asset yang sebagaian sudah
dilaksanakan pemerintah melalui sertifikat
tanah, penyelesaiaan sengketa dan konflik
agraria sebagai akar problematika agraria
nasional. Serta penataan akses dilakukan
melaluo pemberdayaan masyarakat
berupa pemberian akses permodalan atau
bantuan lain guna meningkatakan
kesejahteraan  yang berbasis  pada
pemanfaatan tanah.

Munculnya istilah “Reforma Agraria
(RA) atau Agraria Reform”, menyadarkan
kita bahwa penataan kembali (atau
penataan ulang) susunan pemilikan,
penguasaan, dan Penggunaan sumber-
sumber agraria, untuk kepentingan
rakyat kecil secara menyeluruh dan
konfrehensif, sangat diperlukan akibat
terbatasnya kesempatan kerja diluar
pertanian dan pengangguran tidak kentara
(disguiseemployment) serta semakin besar
dan pertambahan penduduk yang

semakin banyak (Tri Chanda Aprianto,
2006).

Program tanah yang diperuntukan
bagi tanah transmigrasi merupakan
suatu implementasi dari UUPA yang
merupakan perwujudan pelaksanaan dari
Asas  Landreform. Sekarang istilah
Landreform diperbaharui dengan
semangat pembaharuan agraria yang
populer dengan sebutan “Reforma
Agraria” (Moh. Nashicin, Pristria lka
Agustina, 2021).

Dalam Perpres No. 86 Tahun 2018
menyatakan bahwa salah satu objek
legalisasi asset program reforma agraria
adalah tanah-tanah transmigrasi yang
belum bersertifikat, lebih lanjut dalam
Pasal 13 ayat (2) Perpres No. 86 Tahun
2018, menyatakan bahwa tanah
transmigrasi yang belum bersertipikat
harus memenubhi kriteria:

a. tidak termasuk dalam kawasan
hutan; atau;

b. telah diberikan hak pengelolaan
untuk transmigrasi.

Dalam hal tanah transmigrasi yang
belum bersertifikat dimaksud termasuk
tanah dalam kawasan hutan, proses
pelepasan atau perubahan batas kawasan
hutannya dilakukan sesuai ketentuan
peraturan  perundang-undangan, atau
belum memperoleh hak pengelolaan untuk
transmigrasi maka legalisasi asetnya
dilakukan setelah terbit keputusan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan  Transmigrasi atau
Bupati/walikota atau pejabat yang
ditunjuk yang menyatakan bahwa
pembinaannya telah diserahkan kepada
Pemerintah kabupaten /kota dan
sepenuhnya menjadi tanggung jawab
pemerintah kabupaten/kota.

Dalam rangka  penyelenggaraan
reforma agraria dibentuk Tim Reforma
Agraria Nasional, yang mana dalam
@8laksanaan tugasnya tim ini dibantu oleh
Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)
yang berada di Pusat, Provinsi, dan
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Kabupaten/Kota, dengan melibatkan
berbagai kementerian/lembaga di pusat,
pemerintah daerah, dan masyarakat.

Di tingkat pusat, dibentuk Tim GTRA
Pusat yang beranggotakan
Kementerian/Lembaga yang berkaitan
dengan Reforma  Agraria Beberapa
diantaranya: Kementerian @Fbordinator
Bidang  Perekenomian, Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Kementerian  Pertanian, EEJmenterian
Kelautan dan Perikanan, Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah,
Kementerian Perindustrian, Kementerian
Perdagangan, dan Kementerian/Lembaga
lainnya.

Di tingkat provinsi, dibentuk Tim
GTRA PrfBinsi yang diketuai oleh
Gubernur. Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Ketua
Tim Pelaksana Harian melakukan tugas
harian bersama dinas-dinas terkait di
tingkat Provinsi, seperti Dinas Pertanahan,
Dinas Pertanian, Transmigrasi, kehutanan,
perumahan dan kawasan permungkiman,
koperasi, usaha kecin dan menengah,
perindutrian, perdagangan, dan lain-lain.

Pada tingkat kabupaten/kota, turut
dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma
Agraria (GTRA) yang diketuai oleh Bupati.
Bersama Bupati, Kepala Kantor
Pertanahan beserta Organisasi Perangkat
Daerah terkait melakukan koordinasi
dalam rangka melaksanakan Reforma
Agraria yang Dberkelanjutan. Dengan
adanya Gugus Tugas Reforma Agraria di
setiap tingkatan wilayah akan
mempermudah koordinasi, eksekusi serta
penyelesaian setiap hambatan yang
ditemui.

GTRA bertujuan untuk mewujudkan
dan mengoperasionalkan kelembagaan
payung penopang Program Reforma
Agraria agar secara efektif mampu
mendorong percepatan pencapaian target-
target nasional, baik yang terkait dengan

penataan aset/asset reform (legalisasi dan
redistribusi lahan), maupun penataan
akses/access reform  (pemberdayaan
masyarakat dan peningkatan produktivitas
tanah).

Untuk mewujudkan hal tersebut,
Kementerian ATR/BPN dalam hal ini tidak
dapat berjalan sendiri. Diperlukan adanya
sinergi dan komitmen kuat bersama dari
seluruh anggota GTRA untuk berkontribusi
demi mewujudkan cita-cita reforma
agraria.

Peraturan  perundangan-undangan
tentang  ketransmigrasi juga sudah
beberapa kali mengalami perubahan. Saat
(i tentang ketransmigrasian diatur dalam
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasian (sebelumnya
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972),
vang kemudian dirubah melalui Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian.
Beberapa ) peraturan pelaksananya
diaturan dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraaan Transmigrasi
(sebelumnya Nomor 42 Tahun 1973),
ditambah beberapa Keppres dfij Inpres
pendukung, menyusul terbitnya Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
sebagaimana tel% diubah dengan UU
Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas UU No. 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian. Beberapa peraturan ini
menjadi landasan hukum penyelenggaraan
transmingrasi di Indonesia.

Urgensi Legalisasi aset Tanah
Transmigrasi dalam Rangka Penguatan
Reforma Agraria di Sumatera Utara

Kata legalisasi berasal dari Bahasa
Inggris yakni legalization atau dari Bahasa
Belanda yakni legalisatie. Kata legalisasi
inilah yang dianggap sebagai kata serapan
yang benar, karena memiliki kesamaan
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bentuk sebagai kata benda dengan
legalization dan legalisatie. Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia, legalisasi

diartikan sebagai pengesahan (menurut
undang-undang atau h@@#m) (Edward
James Sinaga, 2019). Dalam Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, kata
Legalisasi diartikan sebagai pernyataan
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
mengenai keabsahan suatu Salinan surat
atau dokumen administrasi pemerintah
yang dinyatakan sesuai dengan salinannya.

Legalisasi asset dalam Reforma
Agraria dimaksudkan sebagai bentuk
penetapan hak atas tanah melalui

pendaftaran sehingga dibuktikan dengan
dengan terbitnya sertifikat hak atas tanah
oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)
sebagai pejabat yang berwenang.

Objek legaliasasi asset berupa tanah
transmigrasi diberikan kepada Subjek
Reforma Agraria melalui; 1) sertifikat
tanah transmigrasi yang merupakan orang
persearangan yang terdiri dari kepala
keluarga beserta anggota keluarganya, dan

2) sertifikat tanah yang digiliki
masyarakat terdiri atas orang
perseorangan, kelompok masyarakat

dengan hak kepemilikan bersama serta
badan hukum. Ofjng perseorangan yang di
maksud adalah harus memenuhi kriteria;
warga Indonesia (WNI) dan berusia paling

dikit 18 tahun atau sudah menikah.

elompok masyarakat dengan hak
kepemilikan bersama merupakan
gabungan orang perseorangan yang

membentuk kelompok, yang berada dalam
satu kawasan tertentu serta memenuhi
persyaratan untuk diberikan objek
legalisasi aset. Badan hukum yang di
maksud berbentuk; Koperasi, perseroan
terbatas, atau yayasan, yang dibentuk oleh
Subjek Reforma Agraria dengan hak
kepemilikan bersama, atau badan usaha
milik desa
(https://www.kabupatenlestari.org/wp-

content/uploads/2020/12 /Review_Perpre

s_86_2018_Reforma_Agraria-1.pdf). Subjek
reforma agraria wajib memanfaatkan
sendiri tanahnya dan dilarang
menelantarkan tanah TORA dan dalam hal
akan mengalihkan hak atau
mengalihfungsikan maka wajib
mendapatkan izin dari Kantor Pertanahan
setempat.

Pemberian hak atas tanah pada
transmigrant berkepastian hukum pada
kepemilikannya setelah mencapai syarat
yang ditetapkan pemerintah. Pasal 24 ayat
(3) UU No. 15 Tahun 1997 tentang
ketransmigrasian memberi  jaminan
terhadap “tanah yang diperuntukkan bagi
transmigrasi diberikan dengan status hak
milik”. Selanjutanya dalam Penjelasan
pasal tersebut menyatakan bahwa
Pemberian hak milik atas tanah kepada
transmigran dilakukan apabila
transmigran yang bersangkutan telah
memenuhi persyaratan tertentu yang
ditetapkan oleh Menteri.

Sertifikasi tanah transmigrasi diatur
dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2014 Tentang
Pengurusan Hak Atas Tanah Transmigran
bahwa Menteri bertanggung jawab atas
pengurusan hak atas tanah transmigran,
Pengurusan hak atas tanah dilaksanakan
oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah berdasarkan asas dekosentrasi dan
tugas pembantuan. Pengurusan hak atas

tanah dilaksanakan pada tanah Hak
Pengelolaan.
Program Legalisasi asset tanah

transmigrasi di Sumatera Utara telah
melakukan pemetaan terhadap sebaran
keberadaan tanah  transmigrasi di
Sumatera Utara. Data tanah transmigrasi
di Sumatera Utara yang menjadi program
Reforma Agraria mencakup wilayah serta
peta tanah Transmigrasi yang belum
bersertifikat di Sumatera Utara, yang
mencakup: (Data Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera
Utara).
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Berdasarkan Surat yang diajukan
Kepada Kepala Dinas Tanaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara
Nomor 2036/4-12/VII/2019 tertanggal 12
Agustur 2019, perihal Data Program
Penataan asset Kegiatan Gugus Tugas
Reforma Agraria (GTRA) Tahun Anggara
2019, berisi data Tanah Transmigrasi yang
belum bersertifikat di Provinsi Sumatera
Utara sebanyak 5.605 bidang vyang
tersebar di 6 Kabupatan, 12 Ex-UPT
Transmigrasi dengan jumlah 2.964 KK

erti table dibawabh ini:

se
‘ Ho | Esbupsten ‘ Kecamatan | UPT | Pola | LR ‘ "‘M
Hatahe Batahan TU | 95/96 | 216 136
Banjar Aur TSM | 95/96 100 100
Sikara-kara
1 TEM | 95/96 400 800
. Singhuang 2003/
Handatting spl TU 2004 | 350 350
1 Hated Sinunukan 2003/
s sp2 TSM 2004 | 300 600
Sinunukan
Sp3 TSM | 94/95 1 250 | 300
Batahan 1
| Bukit Langit |TSM |07/98 | 383 1149
Sub Total 1999 3435
Tapamuli Suka Pulo Pakkat

5 | Tengah Bangn | Sp2 TU | 97/98 230 460
Sub Total 230 460
Tapanuli | Batang - )

s | Selgan o Rianiate Sp2 | TSM | 95/96 175 350
Sub Total 178 350
Pakpak . Sibangindar | TU-

o | Bamat Pagindar | g el | 2001 300 900
Sub Total 200 900
Padang | g;0p Upung Batu | prs | 9004 200 400

5 | Lawas Sps5
Sub Total 200 400
Del Biru-bi Sibiru-h NAD | 2001 60 60

& Seida.ng iru-bird ibaru-biru
Sub Total 60 60

 w | 2ol ses

Jumlah bidang tanah transmigrasi
yang perlu dilakukan legalisasi hak atas
tanahnya dalam bentuk sertifikat haliitas
tanah transmigrasi yang merupakan surat
tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki
oleh transmigran berupa lahan tempat
tinggal dan lahan usaha.

Legalisasi asset transmigrasi
merupakan bagian dari Reforma Agraria,
dalam skemanya legalisasi aset 4,5 juta
hektar yang meliputi legalisasi terhadap
tanah-tanah transmigrasi yang belum
bersertipikat yaitu seluas 600.000 hektar.

29

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2014 Tentang Pengurusan Hak
Atas Tanah Transmigran, dalam Bab V
tentang Tata Cara Pengurusan Sertifikat
Hak Milik, Pasal 12 menyatakan bahwa

(1)SKPD (Satuan Kerja Perangkat

Daerah) kabupaten/kota melakukan

persiapan proses pengusulan hak

milik yaitu: a. inventarisasi SKBT; dan

b. verifikasi SKBT dengan pemegang

SKBT.
(2) Inventarisasi SKBT ELBurat
Keterangan = Pembagian = Tanah)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan untuk mengetahui
jumlah SKBT yang ada dengan jumlah
transmigran yang telah ditetapkan
oleh bupati/walikota.

(3) Verifikgd SKBT dengan pemegang
SKBT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan untuk
mengetahui kesesuaian data diri
pemegang SKBT dengan data
sebagaimana tercantum dalam SKBT.

(4) Dalam hal SKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai
dengan data pemegang SKBT maka
pengusulan hak atas tanah tidak
diproses.

Selanjutnya Pasal 13 menyebutkan
bahwa:

(1) SKPD kabupaten/kota mengajukan
usulan pengurusan sertifikasi hak

atas tanah transmigran kepada
Kantor Pertanahan kabupaten/kota
berdasarkan SKBT yang telah
diverififpi.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilengkapi dengan dokumen
sebagai berikut:

a. Keterangan mengenai pemohon;

1. Fotocopy identitas pemohon
(KTP);

2. fotocopy kartu keluarga; dan

3. keputusan tentang penetapan

transmigran dan transmigran
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pengganti oleh bupati/walikota
daerah tujuan.

b. Keterangan mengenai data fisik hasil
pembagian lahan yang digambar
dalam peta dengan skala 1:5.000;
dan

c. Copy sertipikat HPL yang dilegalisasi
oleh pejabat yang berwenang.

Tanah transmigrasi juga merupakan
objek  program Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) yang
dituangkan dal#h peraturan perundang-
undangan yaitu Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang
PercepatagfP endaftaran Tanah Sistematis
Lengkap, Peraturan Menteri Agararia dan
Tata Ruang/Kepada Badan Pertanahan
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi
Presiden No 2 tahun 2018. Pendafatarn
tanah [Becara sistematik, merupakan
bentuk kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali yang dilakukan secara
serentak yang meliputi semua obyek
pendaftaran tanah yang belum didaftar
dalam wilayah atau bagian wilayah suatu
desa/keluarahan.

Hal 1#fna ditegaskan dalam Pasal 3
ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 12 Tahun 2017 yang
menyatakan ~ bahwa:  “Objek  PTSL
sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1)
meliputi  seluruh bidang tanah tanpa
terkecuali, baik bidang tanah yang belum
ada hak atas tanahnya maupun bidang
tana hak, baik merupakan tanah asset
Pemerintah/Pemerintah daerah, tanah
Badan Usaga Milih Negara/Badan Usaha
Milik Daerah, tanah desa, tanah Negara,
tanah masyarakat hukum adat, kawasan
hutan, tanah objek landreform, tanah
transmigrasi, dan bidang tanah lainnya.”
Pelaksanaan PTSL ini dilakukan melalui
program dan anggaran khusus PTSL yang
dialokasikan dalam APBN/APBD atau

anggaran lain yang sah menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sebagai objek Reforma agraria,
kriteria tanah transmigrasi sebagaimana
yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (12)
Perpres Nomor 86 Tahun 2018,
menyatakan bahwa Tanah transmigrasi
yang belum bersertipikat harus memenuhi
kriteria:

a. tidak termasuk dalam kawasan
hutan; atau

b. telah diberikan hak pengelolaan
untuk transmigrasi.

Selanjutnya Pasal 13 ayat 13 Perpres
Nomor 86 Tahun 2018 bahwa dalam hal
tanah transmigrasi belum  memiliki
sertifikat maka:

a. termasuk dalam kawasan hutan, proses
pelepasan atau perubahan  batas
kawasan hutannya dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; atau

b. belum memperoleh hak pengelolaan
untuk transmigrasi maka legalisasi
asetnya  dilakukan  setelah  terbit
keputusan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
atau bupati/wali kota atau pejabat yang
ditunjuk yang menyatakan bahwa
pembinaannya telah diserahkan kepada
pemerintah kabupaten/kota dan
sepenuhnya menjadi tanggung jawab
pemerintah kabupaten/ kota.

Berbagai peraturan yang mengatur
tentang legalisasi asset tanah transmigrasi
merupakan bagian penting dari proses
pensertifikatan tanah yang dilakukan
melalui pendaftar§ tanah. Pada proses
inilah yang akan memberikan kepastian
hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah,
agar dikemudian hari pemilik hak atas

tanah dapat terhindari dari masalah
hukum  terhadap  penguasaan dan
pemanfaaatan tanahnya.

Pendaftaran tanah di Indonesia
bersifat reff§ kadaster yang artinya
bertujuan untuk menjamin kepastian




Jurnal llmiah Penegakan Hukum, 10 (1) Juni 2023:21-32

hukum, dengan  diselenggarakannya
pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang
bersangkutan dengan mudah dapat
mengetahui status hukum daripada tanah
tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan
batas-batasnya, siapa yang empunya dan
beban-beban apa yang melekat di atas
tanah tersebut (Irawan Soerodjo, 2003).

SIMPULAN

Program tanah yang diperuntukan
bagi tanah transmigrasi merupakan
suatu implementasi dari UUPA yang

merupakan perwujudan pelaksanaan dari
Asas Landreform. Dalam Perpres No. 86
Tahun 2018 menyatakan bahwa salah satu
objek legalisasi asset program reforma
agraria adalah tanah-tanah transmigrasi
yang belum bersertifikat. Dalam hal tanah
transmigrasi yang belum bersertifikat
dimaksud termasuk tanah dalam kawasan
hutan, proses pelepasan atau perubahan
batas kawasan hutannya dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan, atau belum memperoleh hak
pengelolaan. Program Legalisasi asset
tanah transmigrasi di Sumatera Utara telah
melakukan pemetaan terhadap sebaran
keberadaan tanah  transmigrasi di
Sumatera Utara. Rangka Pelaksanaan
Program Reforma Agraria secara utuh
dalam bentuk penataan asset plus akses
reform, maka tanah transmigrasi yang
sudah dilakukan penserfikatan perlu
dilakukan pemberdayaan terhadap tanah
dalam bentuk akses reform melalui
permodaan, pemasaran, pendampingan
sehungga tercipta klaster produksi,
pembangunan pusat agro industri pada
wilayah tanah tranmigrasi. Hal ini menjadi
catatan penting sehingga kesejahteraan
masyarakat yang dicita-citakan program
reforma agraria dapat tercapai.
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